
BUPATI TASIKMALAYA 
PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 40 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 

Menimb g 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan 
wewenang, bentu k transparansi Penyelenggara Negara 
dan Aparatur Sipil Negara, da n penguatan in tegritas 
Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara dan 
u ntuk mewujudkan terciptanya clean and good 
governance, dipandang perlu menerapkan kebijakan 
penya mpaian Laporan Harta Kekayaan Peny lenggara 
Negara sesuai ketentuan pera turan erundang­
unda n gan 

b . bahwa dalam rangka optimalisa si pelaksanaan 
penyamp aian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara di Ka bupaten Tasikmalaya, perlu dilakukan 
penyesuaian a tas Peraturan Bupati Tasikmal ya Nomor 
87 Tahun 2022 ten tang Pengelolaan La poran Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara ; 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 
dimaksud da la m huruf a da n huruf b perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Laporan Harta 
Kekayaan Penyelengga ra Negara; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang d engan 
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285 1); 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penye1enggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
RepubIik TndonesIa Tahun 1999 Nomor 7S, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
emberantasan Tin dak Pidana Korup si (Lembaran 

gara p b i I 'des"a Tah ' n 1999 NnmOT 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indon s ia Nomor 
3874) sebagaimana telah diubah dengan dang­
Undang Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Perub an tas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 t t n g 
Pemberantasan Tindak Pi dana Korupsi (Le b an 
Negara Republik Indon esia Tahun 2001 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N mor 
4150); 

4. Undang;-Undang N'omor S- Tahun 201 4 t ntang Ap a ratur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik In d nesia 

a hun 2014 Nomor 6, Tambahan Lemba an Negara 
Republik Indone ia Nomor 5494); 

5 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pem erin tahan Da erah (Lem baran Negara R publik 
Indonesia Tahun 2 0 14 Nomor 244, Tambahan Le baran 
Negara Republik In donesia Nom or 5587 sebaga imana 
e ah diubah beberapa ali, terakhi en g U dang-

Undang, o'm T 6' Tahun 2023 tent g Pe . etapan 
Peraturan Pemerintah P n gganti U ang-Und Nomor 
2 Tahu n 2 022 ten tang Cipta Ke ja m enja di ndang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indo e ia Nomor 
Ta hun 2022 Nom or 238, Tambah an Lembaran Negara 
Repu blik Indone ia Nom or 6841) ; 

6 . Un dang-Undang Nom or 30 Tahun 2014 tentang 
Adminis trasi Pemerintah an (Lembara n Negara Republik 
Indones'a Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Me'gara Repuhlik In donesia MomoT S6'O'l): seba:gaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Un dang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6841); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang 
Sistem Pengen dalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4890); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Ta hun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

epub ·k I do 'es·a Nomor 5887): s baga:im arra teiah 
diu ba h den ga n Peraturan Pemerin tah Nom or 72Tahun 
2019 ten tang Perubahan Atas Pera turan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat D rah 
(Lem baran Negara Republik IndonesiaTahun 2 9 
Nomor 187 , Tambahan Lembaran Negara R u lik 
Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ten tang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara epublik 
Indonesia Tahun 2 021 Nom or 202, Tambahan Lern ar an 
Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

10. Pe a ran om isi Pemberantasan Korups' N m r 07 
Tahun 201 6 tentang Tata Cara n daftaran, 

engumuman dan Pemeriksaan Harta ekayaan 
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik In nesia 
Tahun 2016 Nom or 985) sebagaimana tela iubah 
dengan Peraturan Komisi Pem erantas n Korupsi Nomor 
2 Tahu n 2 2 tentang Perubahan atas e an Komisi 

emberantasan Korups i ' epublik Indonesia '0 'or 07 
Tahu n 20 16 tentang Tata Cara Pen aftaran, 
Pengumuman dan Pemerik saan Harta ekayaan 
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik ndonesia 
Tahun 2020 Nomor 572); 

1 . Peraturan Daera h Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tahun 20 16 tentang Tata cara Pemben tukan Produk 
Hu kum aerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 20 16 Nomor 1); 

12. Peratu ran Daerah Kabupaten Tasikma:laya Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah 
diub'a h b'e'b"erapa ka:li terakhir derrgan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 
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2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2021 Nomor 3); 

Menetapkan 

"MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG 
KEKAYAA PENYELE GGARA NEGARA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Per turan Bu pati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Da rah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya . 
2. Bu ati adalah Bupati Tasikmalaya. 

LAPORAN 

3. Perangkat Daerah adalah unsur pem bantu Bupati dan Dewan Pe 

BARTA 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan u rusan pemerintaha yang 
men' a d i kewenangan daerah. 

4. Komi i Pem erantasan Korupsi ya ng selanjutnya dis'ngka t K K a alah 
lemba g egara ebagaimana dimaksud da lam Undang-U ang m r 30 
Tahu ' . 02 ten ang Komisi Pe berantasan Tind ' . Pidan' K Tupsi 
seba ai ana te ah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Un dang 
Nom r 19 Tahu n 2019 tentang Perubahan Kedu a atas ndang-Un dang 
Nomo 30 T un 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak . idana 
Koru . si. 

5. Aparat engawasan Intern Pemerintah yang s lanj tnya i ingkat APIP 
adalah In s e torat Daerah yang m elaksanakan pen gawa intern 
pemeri yang bertanggung jawa b langsung kepada Bu pati. 

6. Penyelenggara N gara adalah Peja bat Negara yan g menjal ka n fungsi 
eksekllttf,. gisla; " atau. yu . . ,. ' , pej ' -! laitt yang! . dati ru.g-as 
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara ata u pejabat publik 
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perun dang-undangan yang 
berlaku. 

7. Aparatur Sipil Negara yang. selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada instansi pemerintah. 

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN 
secara teta;p olen PeJabat Pembina Kepegawaian untuk merrduduki Jabatan 
pemerintahan. 

9. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak 
bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban 
lainnya yang. dapat dinilai dengan uang yang. dimiliki oleh Penyelenggara 
Negara beserta istri/suami dan anak tanggungan Penyelenggara Negara, 
baik atas nama penyelenggara negara, istri/ suami, anak tanggungan atau 
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pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara 
memangku jabatannya. 

10. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat 
dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun 
tidak terbatas pada dokumen e1ektronik tentang uraian dan rincian 
informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, 
pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penye1enggara 
Negara. 

11.. W.a]lb Lap_ .at1 a Kekayaat:1 pet1ycle:t1ggara ',egaxa:. .. g ~J:ati]iftt.r;y.a 

disebut Wajib LHKPN adalah Penye1en gga ra Nega ra dan/ a tau pejabat 
strategis d i Lingkun gan Pemerintah Daerah yang wajib menya mpaikan 
LH 

12. a d a n Us aha Milik Daerah yang s e1anjutnya disingkat BUMD a al h 
bad usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh 
Pel er in tah aerah. 

13. Ko is ris adalah organ perusahaa n perseroan daerah yang bert gas 
mel kukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi d am 
menj a:l ' kan kegiatan pengarusan pe rusahaan umum daerah. 

14. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan 
BUM n tuk epentingan dan tuju an BUMD serta m ewaki . BU D baik di 
dalam a pu diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan 
dasar . 

15. Unit P n ge 0 a Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara ega ra yang 
selanjutnya di e ut Unit Pengelol LHKPN adalah sebuah satuan tugas 
yang akan m enjadi itra kerja Komisi Pemberantasan orupsi alam 
me1aku en e101aan LHKP d i lingkungan Insta nsi. 

BAB II 
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGA 

Bagian Kesatu 
Wajib LMKPN 

Pasa12 

(1) Wajib LHKPN Pemerintah Daera h terdiri a tas Penyelenggara Negara, PNS, 
dan Organ BUMD. 

(2J Penyeterrggara N'egara seb'a:gaiman a: d im aksud pa:da: aya:t (1 ): terdiTi a:ta:s 
Bupati dan Wakil Bupati. 

(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me1iputi : 
a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; 
d. Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Daerah; 
e. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa PemerintahjKelompok Kerja Unit 

Layanan Pengadaan; 
f. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah; 
g.. Pejabat Pernbua! Komit rnen; 
h. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; 
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i. Bendahara Penerimaan; dan 
j. Bendahara Pengeluaran; 

(4) Organ BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. Komisaris; 
b. Direksi. 

Bagian Kedua 
Penyampaian LHKPN 

PasHl3 

(1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menyampaikan 
LH N pada saat: 

a . p ngangkatan-pada saat pertama kali menj.abat~ 
b. b akhirnya masa jabatan atau pen siun; 
c. pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan a tau 

pen iun; atau 
d. a ih menjabat. 

(2) LH N sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) disampaikan paling lambat 3 
(tiga) b Ian terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya 
jabata n /pens 'u /pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa 
jabata n a ta u pensiun. 

(at P e.t1.y · paian. LHKPN se1ama pe.nye1el1ggara: Negara me1'1jabar ilcffi:. "ka:tl 
secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaa n yang 
diper leh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 3 1 Desembe . 

(4) LHKP sebagaimana dim aksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam 
j.angka w k paling. lambat tanggal 31 Maret tahu n berikutnya. 

Pa sal 4 

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dala m Pasal 3 dilaksanakan 
sesuai ketentuan pera turan perundang-u ndangan secara el ktron ik me1alui 
Aplikasi e'-LMKPN .pada alamat www~ elhkpn. kpk.go~ id. 

PasalS 

(1) Dalam hal wajib LHKPN pelaporannya tidak lengkap berdasarkan hasil 
verifikasi :KP:K maka wajih LH:KPN ha:ru:s melakukan perbaikan dan/atau: 
ke1engkapan LHKPN dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak 
diterimanya pemberitahuan. 

(2) Apabila wajib LHKPN tidak me1akukan perbaikan dan/ atau ke1engkapan 
LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka wajib LHKPN tersebut 
dianggap beIum menyampaikan LHKPN. 
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BAB III 
PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 

Pasal 6 

(1) Untuk mengelola dan mengkoordinasikan pengelolaan LHKPN dibentuk 
Unit Pengelola LHKPN. 

(2) Dalam mengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) mempunyai 
tugas: 
a. b'erkaordirras' denga:rr KPK dala:m ha:1 monitoring. dan eva:1 ' a s! terhadap 

Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumum ka harta 
ke ayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN lalui 
w w w.elhkpn.kpk.go.id; 

b . .enyampaikan da ta kepegawaian dan data perubahan jabatan a' ib 
L KPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahu ; 

c. m lakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada h u ru f b 
e dala m aplikasi e-LHKPN; 

d. r e gingatkan wajib LHKPN di lin gkungan pemerintah daerah u tuk 
In e 'atuhi kewajiban p'enya:mpaian da:rr p'errgu:mumarr L ' KPN; dan 

e. enyampaikan laporan pe1aksanaan tugas sebagaimana dim . sud 
p d uruf a samapi dengan h u ruf d kepada KPK setiap ir tahun 
men gena ' pe aksanaan tugas ebagaimana dimaksud ruf a 
sa m pa ' dengan huruf d di atas kepada KPK. 

(3) Unit e go a LHKPN sebagaimana dimaksud pada aya t 1) 'tetapkan 
dengan Keputusan Bupa ti. 

BABV 
SANKSI 

Pa a1 7 

Wajib LHKPN dari unsu r PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) 
yang tidak mem.en u h i kewajiban d ikenakan sanksi berupa : 

a. pertcrgatan:; 
b. sanksi disiplin. 

Pasal8 

(1-~ Pet=ingatan sebagaimatla dimaksud da lam. pasa1... 7 hum! a diketlakan pada. 
wajib LHKPN yang terlambat menyampaikan LHKPN. 

(2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali, 
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(3) Penjatuhan sanksi disiplin terhadap PNS yang merupakan Wajib LHKPN 
sebagai,nrana dinraksud -pad a: 'pasal 7 hUTUf h yang tidak -mdapnrkan 
LHKPN dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai disiplin PNS. 
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Pasal 9 

Wajib LHKPN pada Organ BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) 

yang tidak memenuhi kewajiban dikenakan sanksi berupa: 
a . p erin gatan; 
b. sanksi disiplin. 

PasaliO 

( lJ Perirrgatan eba gaimarra dimaksud d alam ' pasal 9' huruf a di'k rrakarr pada 
wajib L KP yang terlambat menyampaikan LHKPN. 

(2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu ) kali, 
dalam jangka waktu paling lama 1 (sa tu) bulan. 

(3) P n 'atuhan sanksi disiplin terhadap Organ BUMD yang merupakan ajib 
L KP sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf b yang ti ak 
melaporkan LHKPN dilakukan sesu ai ketentuan peraturan peru d g­
un angan . 

Pasa! 11 

Dalam h PNS yang merupakan Wajib LHKPN tidak m em n hi kewaj iban 
penyamp 'an LHKPN, terhadap yang b ersangkutan di akukan eninjauan 
kembali (pen daanjpemba talan) pengangkatan dalam Ja atan 
struktur - I . ngsional sesuai etentuan peraturan perundang:-undangan. 

BAB 
PEMBIAYAAN 

Pasa:} 12 

Biaya yan 'kel arkan dalam rangka pelaksanaan pengelo a a LHKPN 
dibebankan a a Anggaran Pendapa tan dan Belanja Daerah. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Dengan berlakunya Peraturan Bu pati ini, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 
-8-7 Tah1:lft 2022 t-entaflg Lap0ran Harta Kekayaan· Penye1eflgga:ra Nega:ra dan 
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipi Negara di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasa l14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya d.alam Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

ASIKMALAYA, 

Ditetapkan di Singaparna 
pacla tanggal 27 September 2023 

/ U 4 )-
SIKMALAYA, 

o 

BERITA AERAH KABUPATE TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 4§ 


